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BUPATI SIGI 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 

NOMOR  7  TAHUN 2015 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIGI, 
 
Menimbang   : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat               
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014; 

 
Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Repubilk Indonesia  Nomor 4873); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
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Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 310); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sigi Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 
2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi  Nomor 14 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2014 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 
Nomor 14);  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi  Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 12); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI 

dan 
BUPATI SIGI 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG 

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
 

Pasal 1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang 
memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
b. neraca; 
c. laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 

Pasal 2 
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: 
a. Pendapatan  Rp 761.741.007.226,34 
b. Belanja Rp 747.623.458.900,60 
 Surplus  Rp14.117.548.325,74 
c. Pembiayaan   
 - Penerimaan Rp 36.064.245.100,64 
 - Pengeluaran Rp 6.500.000.000,00 
 Surplus   Rp 29.564.245.100,64 

 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut : 

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah 
Rp4.060.826.748,99 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp765.801.833.975,33 
b. Realisasi              Rp761.741.007.226,34 

Selisih (kurang) (Rp    4.060.826.748,99) 

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah 
Rp47.742.620.145,37dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Belanja setelah perubahan      Rp795.366.079.045,97 
b. Realisasi Rp747.623.458.900,60 

 Selisih (kurang)  (Rp  47.742.620.145,37) 
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(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah 
Rp43.681.793.396,38 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Defisit setelah perubahan        Rp(29.564.245.070,64) 
b. Realisasi                   Rp14.117.548.325,74 

Selisih lebih Rp43.681.793.396,38 
 

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah 
Rp30,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Setelah Perubahan  Rp36.064.245.070,64 
b. Realisasi Rp36.064.245.100,64 

Selisih lebih    Rp                     30,00 
 

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan  sejumlah 
Rp Nihil dengan rincian sebagai berikut: 
a. Setelah Perubahan  Rp6.500.000.000,00 
b. Realisasi Rp6.500.000.000,00 

Selisih     Rp N i h i l 
 

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah             
Rp30,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Setelah Perubahan  Rp29.564.245.070,64 
b. Realisasi Rp29.564.245.100,64 

Selisih lebih Rp                     30,00 
 

Pasal  4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 
Tahun 2014 sebagai berikut: 

a. Jumlah  Aset      Rp1.239.938.865.358,57 

b. Jumlah  Kewajiban     Rp       8.298.307.415,99 

c. Jumlah  Ekuitas Dana    Rp1.231.640.557.942,58 

 
Pasal  5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai 
berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015 Rp  35.972.363.962,63 
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp172.269.112.451,74 
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset  

non-keuangan  Rp158.151.564.126,00 
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp    6.500.000.000,00 
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp         35.488.720,93 
f. Saldo kas akhir per 31 DesemberTahun 2014 Rp  43.874.205.546,30 
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Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 
Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran 
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan; 

Lampiran I.4 :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka 
pengelolaan keuangan negara; 

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; 
Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi daerah); 
Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 

aset tetap daerah; 
Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 

aset lainnya; 
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya; 

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan 
Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
 

b. Lampiran II : Neraca 
c. Lampiran III : Laporan arus kas 
d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan 

Pasal 8 

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih 
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 
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Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Sigi. 

 

 
Ditetapkan di Sigi Biromaru 
pada tanggal  12 Oktober 2015 

 
BUPATI SIGI, 

        ttd 

ASWADIN RANDALEMBAH 
 
Diundangkan di Sigi Biromaru 
Pada tanggal 29 April 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI 
 

                  ttd 
 

        HUSEN HABIBU 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 6 
 
          Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 
  SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI 
 
 
 
 
             DIDI BAKRAN, SH.,M.Si 

                Pembina 
Nip. 19700502 200012 1 004 
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